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Political

Kebijakan Pemerintah - konteks & implikasi
Konteks singkat

Kemdiktisaintek 2025 menekankan percepatan
penjaminan mutu, peningkatan akses inklusif, dan
penguatan link-and-match pendidikan tinggi dengan
kebutuhan industri (Permen No0.39 & No.40). Ini
menjadikan kebijakan nasional sebagai tolok ukur
perencanaan institusional.

Implikasi untuk Politeknik Pariwisata Batam

Renstra harus menempatkan penjaminan mutu
(SPMI) sebagai pilar utama: target akreditasi
program, outcome-based curriculum, dan
mekanisme monitoring-evaluasi yang memenuhi
format Permen No.39. Harus ada target yang selaras
dengan arahan Kemdiktisaintek (akses, mutu,
internasionalisasi, kolaborasi industri) sehingga
mudah e p 1 dukungan program/y
kementerian. (Renstra Kemdiktisaintek dalam
Permendiktisaintek No 40 Tahun 2025)

Risiko

Jika renstra tidak selaras - risiko gagal memenuhi
persyaratan akreditasi atau kehilangan akses
bantuan/kerjasama kementerian.

Rekomendasi singkat

Masukkan Sasaran Indikator Kinerja Kunci (KPI) yang
terukur terkait penjaminan mutu (mis. target
akreditasi program, tingkat kelulusan, rasio tenaga

Pertumbuhan ekonomi nasional dan i nya

aktivitas pariwisata serta ekonomi kreatif mendorong
Politeknik Pariwisata Batam untuk memperkuat
relevansi kurikulum dan kesiapan SDM agar mampu
memenuhi kebutuhan industri yang terus berubah.
Kondisi ekonomi regional Batam sebagai kawasan
strategis perdagangan dan pariwisata juga membuka
peluang besar bagi kemitraan industri dan penyerapan
lulusan. Sejalan dengan agenda pembangunan
berkelanjutan khususnya pekerjaan layak dan
pertumbuhan ekonomi (SDG 8), serta industri, inovasi
(SDG 9, dan teknologi kampus perlu menghasilkan
lulusan yang adaptif, kompeten, dan siap mendukung
transformasi sektor pariwisata menuju praktik yang
berdaya saing dan berkelanjutan (SDG 11).

i dalam
pendidikan vokasi yang sangat
dipengaruhi oleh kebijakan pusat
dan lokal. Di tingkat nasional,
pemerintah Indonesia—melalui
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)
serta Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Kemendikbudristek)—telah
secara konsisten mendorong
penguatan pendidikan vokasi
pariwisata agar lebih “link and
match” dengan kebutuhan
industri pariwisata. Kebijakan ini
mencakup program sertifikasi
kompetensi, peningkatan
kualitas pengajar dan kurikulum
agar lulusan politeknik memiliki
daya saing global. 2) Selain itu,
kunjungan wisatawan dari negara
tetangga seperti Singapura
sangat dominan. Pada Juni 2025,
tercatat 167.469 wisman, dengan
Batam menyumbang 77,63% dari
total kunjungan wisman ke Kepri

Konteks ekonomi makro & lokal — dasar analisis
Sektor pariwisata nasional menunjukkan pemulihan
yang signifikan: misalnya, pada semester 1 2025
jumlah mancanegara i7,05juta
kunjungan dengan pertumbuhan 9,44 %.
(https://kemenpar.go.id/ragam-pariwisata/siaran-
pers-menteri-pariwi kinerj ktor-|
semester-i-2025-tumbuh-positif?utm_source)
Selain itu, perjalanan wisatawan nusantara juga
mencatat angka yang meningkat tajam, menandakan
bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap
pertumbuhan ekonomi makin nyata.
(https://kemenpar.go.id/berita/siaran-pers-

kemenpar-rilis-kajian-peluang-dan-tantangan-libur-
I 1adap-sektor-pariwisata?utm_source)Di
tingkat lokal, kawasan Batam (Kepulauan Riau)
mencatat peningkatan realisasi investasi pada
Semester | 2025 yang menunjukkan momentum
ekonomi dengan jasa pariwisata/hospitality sebagai
salah satu sektor prioritas.
(https: .go.id/en/realisasi-i tasi-
semester-i-2025-momentum-pertumbuhan-
ekonomi-batam/?utm_source) Sementara itu,
kebijakan di bidang pendidikan tinggi, riset, dan
teknologi yang digariskan oleh Kementerian
Pendidikan, Tinggi, Sains dan Teknologi
(Kemendiktisaintek) perlunya tata

Pertumbuhan ekonomi nasional, dinamika industri
pariwisata, serta penguatan ekonomi kreatif
meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja terampil
dan relevan, sehingga mendorong Politeknik
Pariwisata Batam untuk memperkuat kualitas dan
daya saing lulusannya. Posisi Batam sebagai wilayah
strategis perdagangan dan pariwisata membuka
peluang besar bagi kerja sama industri dan
penyerapan lulusan, sejalan dengan tujuan
pembangunan berkelanjutan seperti pekerjaan layak
dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8) serta industri,
inovasi, dan infrastruktur (SDG 9). Kondisi ekonomi ini
menuntut kampus untuk fokus pada kompetensi yang
adaptif, berstandar global, dan mampu menjawab
kebutuhan sektor pariwisata yang terus berkembang.

manufaktur dan perdagangan
internasional — ekspor barang
(khususnya elektronik dan
produk manufaktur) memberikan
kontribusi besar terhadap
perekonomian wilayah; laporan
BP Batam menyebutkan nilai
ekspor yang substansial pada
2024 (miliaran dolar AS) dan
realisasi investasi yang
meningkat (target/realiasi
investasi tahunan yang mencapai
puluhan triliun rupiah). Arus
investasi ini mendatangkan
proyek-proyek infrastruktur,
pembangunan hotel dan fasilitas
pariwisata, serta pertumbuhan
kawasan industri yang menyerap
tenaga kerja. Bagi Politeknik, ada
kesempatan kolaborasi triple-
helix: pendidikan-industri-
pemerintah untuk menyusun
program magang berskala besar,
short course untuk upskilling
pekerja hospitality di perusahaan
investasi baru, dan program

sertifikasi yang diakui industri

Secara politik, kebijakan negara yang

mendukung otonomi daerah dan status free
trade zone dapat memberikan keuntungan besar
bagi pengembangan riset kampus pariwisata.
Dengan otonomi yang lebih luas, pemerintah

daerah memiliki keleluasaan untuk

mengalokasikan anggaran, memberikan insentif
penelitian, serta membangun kerja sama
internasional tanpa prosedur birokrasi yang
terlalu panjang. Dengan kondisi tersebut BTP
memiliki peluang berada pada lingkungan politik
yang kondusif ini memungkinkan kampus
pariwisata memperoleh akses pendanaan riset,
dukungan regulasi untuk kolaborasi dengan
pelaku industri (SDG 9)global, serta kemudahan
dalam mengembangkan pusat penelitian

berbasis kebutuhan pasar pariwisata

internasional. Selain itu, status free trade zone
membuka peluang riset lintas negara dalam
bidang hospitality, pemasaran destinasi, dan
dinamika wisatawan internasional yang

melewati kawasan tersebut.

Lingkungan ekonomi yang dinamis yang terletak
pada lalu lintas niaga dunia , menjadikan BTP

5. Kerjasama

1.Konteks & Implikasi Politik Regional & Nasional

Selama periode 2025-2030, dinamika politik nasional dan regional akan memberikan pengaruh signifikan
terhadap arah kebijakan kerja sama pendidikan tinggi. Tahun politik 2029, yang ditandai dengan pemilihan umum
nasional, berpotensi menimbulkan perubahan arah kebijakan pemerintahan, termasuk di bidang pendidikan
vokasi, pariwisata, dan hubungan luar negeri. Dalam konteks ini, Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2025
memberikan fondasi hukum untuk menjaga keberlanjutan kerja sama lintas pemerintahan dan lembaga.

Oleh karena itu, BTP perlu memiliki fleksibilitas strategis dalam menjaga keberlanjutan kerja sama lintas sektor
dan lintas negara, terlepas dari pergantian rezim politik.

Kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) 2025-2045 serta visi Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran menempatkan transformasi sosial,
ekonomi, dan tata kelola sebagai prioritas utama. Dalam konteks tersebut, BTP memiliki peluang untuk
memperkuat diplomasi akademik melalui kerja sama yang mendukung pembangunan SDM unggul pariwisata,
inovasi riset, dan pendidikan vokasi adaptif. Stabilitas politik regional di kawasan perbatasan
Batam-Singapura-Malaysia juga menjadi modal penting untuk memperluas jejaring kemitraan internasional
berbasis ekonomi perbatasan (cross-border collaboration )

Sepanjang tahun 2024-2025 melalui pencapaian kerja sama Pemerintah dan LSM Terbaik, telah menunjukkan
kemampuan diplomasi akademik yang efektif dalam menjalin hubungan strategis dengan pemda, kementerian,
hingga lembaga internasional.

Kolaborasi ini memperkuat Tri Dharma ke-3 (Pengabdian kepada Masyarakat), melalui berbagai program
pengembangan SDM pariwisata daerah, desa wisata, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan mengacu
pada SDG 16 (Institusi yang Kuat) dan SDG 17 (Kemitraan untuk Tujuan), kerja sama BTP diarahkan untuk tetap
netral, produktif, dan berorientasi pembangunan jangka panjang, bahkan di tengah perubahan politik nasional.

yang berada di Pulau Batam dapat

peluang riset terapan di bidang hospitality,
manajemen destinasi, dan inovasi layanan,
sekaligus memfasilitasi kerja sama dengan
industri internasional yang beroperasi di
kawasan tersebut. Kondisi ini selaras dengan
tujuan SDGs, khususnya SDG 8 (Decent Work
and Economic Growth) dan SDG 9 (Industry,
Innovation, and Infrastructure), karena kampus
dapat menghasilkan penelitian yang mendukung
pertumbuhan ekonomi inklusif, peningkatan

produktivitas industri pariwisata, dan

pengembangan teknologi pelayanan berbasis

praktik.

2,.Konteks & i Ekonomi Periode
2025-2030 akan diwarnai dengan pertumbuhan ekonomi kreatif dan transformasi menuju green economy serta
blue economy. BTP diharapkan memanfaatkan momentum ini melalui kerja sama riset dan pelatihan dalam
bidang pariwisata berkelanjutan dan kewirausahaan digital. Selaras dengan SDG 8 (Decent Work and Economic
Growth) dan SDG 9 (Industry, Innovation and Infrastructure), BTP telah menunjukkan hasil konkret di tahun
2024-2025 dengan pelaksanaan program internship abroad (OJT) ke Hongkong, Qatar, dan Dubai, serta kerja
sama industri untuk work-based learning di hotel berbintang dan cruise line.

Faktor ekonomi memberikan pengaruh langsung terhadap peluang kemitraan, khususnya di sektor pariwisata dan
industri kreatif. Peningkatan investasi pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam-Bintan dan geliat sektor MICE
(Meeting, Incentives, Conferences, Exhibitions) membuka peluang kolaborasi strategis antara BTP, dunia usaha,
dan dunia industri (DUDI). Halini dapat dilihat dari raihan penghargaan Kerja Sama Industri Terbaik lingkup
LLDIKTI Wilayah XVII tahun 2025 mencerminkan keberhasilan BTP dalam mengelola kemitraan yang berdampak
ekonomi, baik bagi mahasiswa, dosen, maupun mitra usaha. Capaian ini memperkuat posisi BTP sebagai simpul
ekonomi pendidikan vokasi di kawasan barat Upaya untuk fondasi kokoh untuk link and
match antara dunia pendidikan dan dunia kerja dengan program unggulan yakni Program magang internasional
(OJT) di destinasi seperti Hongkong, Maldives, Malaysia dan industri dalam negeri seperti di Jakarta, Yogkarta,
Surabaya , Bandung dan Bali, serta kolaborasi dengan industri pariwisata nasional, menjadi bukti nyata
implementasi Tri Dharma ke-1 (Pendidikan dan Pengajaran) yang relevan dengan kebutuhan industri.

Mengacu kepada Permendikbudristek 40/2025 penting untuk
dan keterlibatan industri dalam kurikulum. Perlu penguatan model kerja sama yang menghasilkan inovasi
ekonomi kreatif, produk boga unggulan, dan pelatihan berbasis kewirausahaan. Arah ini selaras dengan SDG 8
(Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan SDG 9 (Inovasi dan Infrastruktur).
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Social

Pertama, terkait pert populasi,

Perubahan

berada dalam fase yang disebut “bonus demografi”
di mana proporsi usia produktif sangat besar
dibanding penduduk usia non-produktif.
(https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/I
Su%20Sepekan---IV-PUSLIT-Januari-2024-
210.pdf?utm_source ) Dari perspektif tata kelola
pendidikan, halini menuntut Politeknik Pariwisata
Batam untuk mengantisipasi lonjakan jumlah calon
mahasiswa dan kebutuhan layanan pendidikan yang
lebih luas misalnya fasilitas kampus, layanan
mahasiswa, sistem penerimaan, dan pembiayaan
mahasiswa. Administrasi dan perencanaan kampus
harus memasukkan skenario pertumbuhan
mahasiswa dan menyediakan layanan yang inklusif
agar akses pendidikan tinggi tidak tertinggal sejalan
dengan target nasional (misalnya APK pendidikan
tinggi yang masih rendah).
(https://www.kompas.id/artikel/hardiknas-dan-

. . tinggi Uit
indonesia-emas-2045?utm_source) Dalam renstra,
tata kelola harus mencakup mekanisme monitoring
jumlah pendaftar, indikator partisipasi mahasiswa
baru, dan rencana pengembangan fisik/layanan
kampus yang responsif terhadap pertumbuhan
populasi.

Kedua, mengenai demografi, karier dan lifestyle

: nya
mobilitas penduduk, perkembangan budaya digital,
serta tuntutan layanan pariwisata yang semakin
personal dan berkualitas memengaruhi kebutuhan
kompetensi lulusan Politeknik Pariwisata Batam.

kini menuntut pelay yang inklusif,
aman, dan beretika, selaras dengan agenda sosial
dalam SDGs seperti kesehatan dan kesejahteraan
(SDG 3), pendidikan berkualitas (SDG 4), kesetaraan
gender (SDG 5), dan pengurangan kesenjangan (SDG
10). Halini pentingnya pt soft
skills, etika kerja, kemampuan lintas budaya,
komunikasi, dan hospitality, serta pembentukan
budaya akademik yang menghargai keberagaman dan
inklusivitas di lingkungan kampus. Data kunjungan
wisatawan mancanegara yang datang ke indonesia per
agustus 2025 sebanyak 9 juta.

Politeknik Pariwisata perlu
menyiapkan lulusan yang mampu
melayani wisatawan dengan
kebutuhan “quick service” —
misalnya layanan day-trip, tur
singkat, paket kuliner,

lokal cepat.

Technology

Tren digitalisasi menuntut tata kelola pendidikan
yang proaktif: Politeknik Pariwisata Batam harus
memasukkan kebijakan digital learning, infrastruktur
Tl, dan pengelolaan data sebagai bagian inti renstra
mulai dari anggaran pemeliharaan IKT hingga
kebijakan keamanan data, LMS, dan pengakuan
micro-credentials yang diamanatkan
Permendiktisaintek N0.39/2025. Hal ini penting
karena arahan renstra Kemdiktisaintek menekankan
transformasi birokrasi dan tata kelola yang
transparan serta penggunaan teknologi untuk akses
dan mutu pendidikan; oleh karena itu renstra harus
menetapkan KPI digital (akses perangkat, persentase
mata kuliah hybrid, rasio dosen terlatih digital).
(https://lldikti3.kemdikbud.go.id/wp-
content/uploads/2025/09/salinan-
Permendiktisaintek-Nomor-39-Tahun-2025-
1.pdf?utm_source)

Kebutuhan tingkat inovasi menuntut penguatan
mekanisme tata kelola R&D dan kolaborasi industry.
Politeknik perlu menyusun unit pengelola inovasi
yang bertugas mengelola program inkubasi, hak
kekayaan intelektual, dan pembiayaan riset terapan
yang relevan dengan sektor pariwisata (digital
tourism, guest experience tech, sustainability).
Kemdiktisaintek aktif mendorong perguruan tinggi
meningkatkan riset terapan dan inovasi yang

Perkembangan teknologi digital, otomatisasi layanan,
buatan, serta platform
berbasis data dalam industri pariwisata menuntut
Politeknik Pariwisata Batam untuk memperkuat
kompetensi digital, penguasaan sistem informasi
pariwisata, dan pemanfaatan teknologi dalam proses
pembelajaran serta operasional kampus.
Transformasi digital yang sejalan dengan tujuan
pembangunan berkelanjutan idi

wisatawan lokal dan asing tinggi
dalam waktu singkat, pendidikan
pariwisata harus memasukkan
modul soft skills antarbudaya,
layanan ramah budaya, serta
etika hospitality lintas negara.
Kurikulum Digital dan Inovatif

T 1 mata kuliah “Digital

berkualitas (SDG 4), industri, inovasi, dan infrastruktur
(SDG 9), serta kemitraan untuk tujuan bersama (SDG
17) mendorong kampus untuk

Tourism Tec ” (OTA, Al

Secara sosial, kebijakan negara yang
memberikan status otonomi khusus dan free
trade zone dapat menjadi keuntungan bagi riset
kampus pariwisata khususnya BTP karena
menciptakan lingkungan multikultural yang kaya
untuk penelitian tentang perilaku wisatawan,
interaksi lintas budaya, dan dinamika
masyarakat global, sehingga mendukung
tercapainya SDG 4 (Quality Education) dan SDG
11 (Sustainable Cities and Communities).
Namun, kondisi yang sama juga dapat menjadi
ancaman ketika arus budaya luar dan tenaga
kerja asing tidak diimbangi dengan penguatan
identitas lokal, berpotensi melemahkan riset
berbasis budaya dan memperlebar kesenjangan
sosial, sehingga bertentangan dengan SDG 10
(Reduced Inequalities) dan SDG 16 (Peace,
Justice and Strong Institutions) apabila tidak
dikelola dengan prinsip inklusif dan
berkelanjutan.

memberikan status otonomi khusus dan free
trade zone dapat menghadirkan peluang besar
bagi kampus pariwisata untuk mengembangkan
riset yang lebih maju, karena lingkungan tersebut
dapat mendorong percepatan adopsi teknologi
digital, sistem manajemen pariwisata berbasis
data, dan inovasi layanan hospitality yang
terhubung dengan pasar internasional. BTP
dapat kan ekosistem iyang

chatbots, data analitik) dan

fasilitas berbasis teknologi, meningkatkan literasi
digital dosen dan mahasiswa, serta memastikan
lulusan mampu beradaptasi dengan standar teknologi
global yang digunakan dalam perhotelan, perjalanan,
MICE, dan layanan pariwisata modern.

“ ive Tourism” (AR/VR).

Sediakan training dan
laboratorium AR/VR di kampus,
agar mahasiswa bisa
mengembangkan proyek simulasi
wisata dan hotel virtual.

Program Riset dan Inovasi
Teknologi Pariwisata

Bentuk pusat riset teknologi
pariwisata di kampus yang fokus
pada teknologi hijau, smart
tourism, dan metaverse
pariwisata.

ber perti smart tourism platform ,
property management system (PMS), big data
analytics untuk memetakan perilaku wisatawan,
teknologi contactless service , hingga virtual and
augmented reality untuk simulasi layanan—yang
selaras dengan SDG 9 (Industry, Innovation, and
Infrastructure) dan SDG 4 (Quality Education)
karena mampu meningkatkan kapasitas riset,
kualitas proses pembelajaran, serta mendorong
inovasi pada sektor pariwisata. . Selain itu,
tekanan untuk segera menyesuaikan diri dengan
standar teknologi global dapat mengalihkan
fokus dan anggaran dari penelitian akademik
jangka panjang ke kegiatan implementatif yang
bersifat praktis semata, sehingga menghambat
kontribusi kampus terhadap tujuan SDG 10
(Reduced Inequalities) dan SDG 17
(Partnerships for the Goals), khususnya bila

3. Konteks & Implikasi Faktor Sosial Faktor
perubahan sosial yang ditandai oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu keberlanjutan, tanggung
jawab sosial, dan kesetaraan, menjadi faktor penting dalam membangun kerja sama yang berorientasi pada
manfaat publik. Meraih penghargaan BTP dalam kategori Kerja Sama Pemerintah dan LSM Terbaik untuk
pencapaian tahun 2024-2025 menunjukkan keberhasilan institusi ini membangun kolaborasi yang berdampak
sosial tinggi, seperti pemberdayaan masyarakat desa wisata dan pelatihan hospitality untuk masyarakat, hingga
kerja sama dengan lembaga non-profit. BTP berkomitmen untuk menjadikan pendidikan vokasi sebagai sarana
pemb: sosialdan i 1 j s P ini mencerminkan
keberhasilan BTP dalam membangun social impact partnership
Melalui Tri Dharma ke-3 (Pengabdian kepada Masyarakat), kerja sama sosial ini membantu memperluas akses
pendidikan, mendorong kesetaraan gender di sektor pariwisata (SDG 5), mengurangi ketimpangan sosial (SDG
10), dan memperkuat daya saing SDM lokal (SDG 4 - Pendidikan Berkualitas). Pendekatan sosial BTP yang inklusif
juga mendukung inclusive education i 1a di dalam P istek 40/2025, yang
keterlibatan r sebagai bagian integral dari ekosistem pendidikan vokasi.
Permendikbudristek 40/2025 juga menegaskan pentingnya community engagement dan pengabdian kepada
masyarakat berbasis vokasi sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Menjelang tahun politik 2029, BTP
perlu menjaga posisi netral, inklusif, dan harmonis dalam setiap kegiatan kolaboratif. Dengan demikian, kerja
sama sosial yang dijalankan akan terus berkontribusi terhadap SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 5
(Kesetaraan Gender), SDG 10 (Mengurangi Ketimpangan), dan SDG 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan).

4. Konteks & Implikasi Faktor Teknologi,
Transformasi teknologi di bidang digital menjadi katalis utama dalam pengelolaan kerja sama di era 2025-2030.
Kemajuan teknologi informasi, Artificial Intelligence (Al), Internet of Things (loT), serta Virtual Reality (VR) dalam
pembelajaran dan industri pariwisata mengubah cara perguruan tinggi menjalin dan mengelola kolaborasi.
BTP telah memulai langkah strategis melalui pengembangan Sistem Informasi Kerja Sama Terpadu (SIKERMA-
BTP) pada tahun 2024, yang mengelola seluruh MoU, MoA, dan IA secara digital serta terhubung dengan sistem
Sistem KERMA Ker idristek. Sistem ini menjadi contoh nyata penerapan prinsip digitalisasi tata
kelola kan oleh Perrr idristek No. 40 Tahun 2025 dan berkontribusi pada SDG 9
(Industry, Innovation, and Infrastructure). Digitalisasi kerja sama menjadi keunggulan BTP. Pemanfaatan
dashboard Power Bl Kerja Sama dan sistem pelaporan digital ke Sistem Kerma Dikti mencerminkan implementasi
smart yang dan efisien. F Kerja Sama Internasional Terbaik juga menunjukkan
keberhasilan BTP mengadopsi teknologi komunikasi dan manajemen kemitraan digital lintas negara.
Dalam konteks Tri Dharma ke-2 (Penelitian dan Pengembangan), teknologi menjadi katalis bagi kolaborasi riset
terapan — mulai dari pengembangan smart tourism, virtual hospitality training, hingga riset keberlanjutan industri
pariwisata. Kebijakan Permendikbudristek 40/2025 i proses an dan N
sehingga sejalan dengan SDG 9 (Inovasi) dan SDG 17 (Kemitraan Global).
Ke depan, BTP berkomitmen mengembangkan Digital Partnership Hub yang memfasilitasi kolaborasi lintas
lembaga secara daring, baik untuk program pertukaran akademik, riset bersama, maupun inovasi teknologi
pariwisata (smart tourism). Langkah ini memperkuat peran BTP sebagai pelopor digitalisasi kerja sama
pendidikan vokasi di wilayah barat Indonesia.




Environment

Pertama, terkait kebijakan lingkungan, institusi
pendidikan tinggi saat ini berada dalam tekanan
untuk memasukkan aspek keberlanjutan lingkungan

Peningkatan perhatian global terhadap keberlanjutan,
pengelolaan lingkungan, dan praktik pariwisata yang
bertanggung jawab menuntut Politeknik Pariwisata

ke dalam tata kelola instit lai dari
infrastruktur kampus, penggunaan energi,
pengelolaan limbah, hingga kurikulum yang
memasukkan pendidikan lingkungan. Penelitian
menunjukkan bahwa institusi pendidikan tinggi di
Indonesia mulai menerapkan konsep “sustainable
university” dan pelaporan ESG (environmental,
social, governance) sebagai bagian dari tata kelola

jutan

Batam untuk mengir prinsip
dalam kurikulum, op: , dan budaya
Isu perubahan iklim, konservasi sumber daya, dan
pengelolaan limbah menjadi semakin penting dalam
industri pariwisata, sejalan dengan tujuan
pembangunan berkelanjutan seperti air bersih dan
sanitasi (SDG 6), energi bersih dan terjangkau (SDG 7),
aksi iklim (SDG 13), ekosistem laut (SDG 14), dan
darat (SDG 15). Kondisi ini mendorong

mereka. (https://sustair ui.ac.id/ui-esg/ui-esg-
envi impact-2024
sustainability/?utm_source) Dalam konteks Renstra
Politeknik Pariwisata Batam, tata kelola pendidikan
harus mencakup kebijakan lingkungan yang
terintegrasi: misalnya kebijakan green campus,
manajemen energi terbarukan, pengurangan plastik
sekali pakai, pengelolaan limbah hotel-praktik, dan
sistem monitoring lingkungan kampus. Halini
sejalan dengan arahan Permendiktisaintek yang
menekankan mutu, relevansi dan integrasi
pendidikan tinggi dengan pembangunan
berkelanjutan. Institusi harus memasukkan target-
lingkungan sebagai bagian dari tata kelola strategis,
seperti pengurangan jejak karbon kampus, sertifikasi
green building, atau kolaborasi dengan program

tal-

kampus untuk mempersiapkan lulusan yang
memahami praktik pariwisata berkelanjutan, efisiensi
sumber daya, dan pengelolaan destinasi yang ramah
lingkungan, sekaligus menerapkan perilaku
operasional kampus yang mendukung keberlanjutan.

interaksi singkat tetapi padat bisa
memperkuat citra Batam sebagai
destinasi “gerbang wisata
regional”, tetapi bisa juga
menimbulkan tantangan sosial
seperti gentrifikasi,
komersialisasi ruang lokal, dan
tekanan sosial terhadap identitas
lokal. Berdasarkan analisis di
atas, berikut adalah strategi
lingkungan yang harus
dimasukkan dalam Renstra:

Kurikulum Kepariwisataan
Berkelanjutan

Sediakan mata kuliah “Pariwisata
Berkelanjutan”, “Konservasi
Pesisir dan Laut”, dan
“Manajemen Limbah Pariwisata”.

Kembangkan program praktik
lapangan (magang) di komunitas
konservasi mangrove, LSM
lingkungan laut, dan program
pembersihan pantai.

yang memberikan status otonomi khusus dan
menetapkan wilayah tersebut sebagai free trade
zone dapat menghadirkan peluang besar
sekaligus ancaman bagi riset di BTP. Di satu sisi,
peluang muncul melalui kemudahan perizinan
pengelolaan lingkungan, akses terhadap
pendanaan hijau, dan terbukanya kolaborasi
dengan lembaga internasional yang fokus pada
isu keberlanjutan (misalnya dalam konteks SDG
13: Climate Action, SDG 14: Life Below Water,
dan SDG 15: Life on Land). BTP dapat
mengembangkan pusat riset unggulan terkait
ekowisata, pengelolaan kawasan pesisir,, serta

4.Konteks & Implikasi Faktor Lingkungan Perubahan iklim
dan meningkatnya kesadaran global terhadap pariwisata berkelanjutan menuntut perguruan tinggi untuk
mengintegrasikan aspek lingkungan dalam setiap kebijakan dan kerja sama. BTP menempatkan prinsip
sustainability sebagai fondasi dalam menjalin kemitraan. Selama 2024-2025, BTP telah melaksanakan kerja
sama dengan mitra yang memiliki kesamaan visi misi terhadap isu sustainability dan fokus terhadap kemitraan
dengan institusi ber i untuk mer green hospitality dan eco-tourism
management. Kolaborasi ini mendukung implementasi Green Campus Initiative yang telah diinisiasikan pada
tahun 2025 melalui penjajakan Ul Green Metrix

BTP menempatkan prinsip keberlanjutan sebagai ruh utama dalam membangun kerja sama, baik dengan
industri, pemerintah, maupun lembaga internasional. Hal ini selaras dengan Permendikbudristek 40/2025 yang

model mitigasi dampak lingkungan
wisata. Peningkatan arus wisata massal dapat
menimbulkan polusi, degradasi habitat, serta
kerusakan ekosistem pesisir dan laut yang
menyulitkan peneliti melakukan pemantauan
jangka panjang. Jika kebijakan lingkungan tidak
ketat,BTP dapat kehilangan laboratorium
alamnya sendiri, sehingga kualitas dan relevansi
penelitian menurun. Selain itu, politik nasional
yang terlalu pro-investasi dapat mempersempit
ruang akademik untuk melakukan riset
kritis—misalnya terkait dampak ekologis
pembangunan pariwisata—karena dianggap

at pertumbuhan ekonomi daerah TP

Legal& Regulation

Pertama, kebijakan pemerintah saat ini menegaskan
penguatan penjaminan mutu (SPMI) dan
penyelarasan renstra institusi dengan arah kebijakan
kementerian; Permendiktisaintek No.39/2025
menuntut sistem penjaminan mutu internal yang
sistemik dan akuntabel, sementara
Permendiktisaintek N0.40/2025 mengarahkan
perguruan tinggi agar menyelaraskan rencana
strategisnya dengan prioritas nasional (mutu,
internasionalisasi, link-and-match). Untuk mencapai
status Unggul, tata kelola kampus harus
memperkuat unit SPMI, prosedur compliance, bukti
akreditasi, dan mekanisme pelaporan kinerja yang
terintegrasi sehingga Renstra memuat target-target

Kerangka regulasi nasional terkait pendidikan tinggi
vokasi, akreditasi, perlindungan konsumen pariwisata,
dan standar kompetensi profesi mendorong Politeknik
Pariwisata Batam untuk memastikan kepatuhan
terhadap standar mutu akademik, tata kelola, dan
keselamatan layanan. Penataan regulasi melalui
Renstra Kemdiktisaintek 2025-2029, Standar
Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), serta kebijakan
sertifikasi profesi menuntut kampus menjaga
akuntabilitas, transparansi, dan kualitas
penyelenggaraan pendidikan. Keselarasan dengan
agenda pembangunan berkelanjutan terutama
pendidikan berkualitas (SDG 4), pekerjaan layak (SDG
8), dan kemitraan untuk tujuan bersama (SDG 17)

akreditasi, indikator outcome (employability, tracer
study), dan timeline kepatuhan regulatif.
(https://lldikti3.kemdikbud.go.id/wp-
content/uploads/2025/09/salinan-
Permendiktisaintek-Nomor-39-Tahun-2025-
1.pdf?utm_source)

Kedua, regulasi pengelolaan pendidikan tinggi
menuntut governance yang transparan dan
manajemen risiko yang matang—termasuk
pengelolaan kerjasama industri, pengelolaan dana
kolaboratif (PPP/CSR), serta perlindungan dan
komersialisasi HKI hasil tridharma. Struktur tata

penerapan regulasi yang mendukung
inklusivitas, perlindungan hak mahasiswa, dan
integritas akademik. Kondisi ini mendorong kampus
untuk terus memperbarui kepatuhan hukum,
memperkuat tata kelola, dan memastikan seluruh
program studi beroperasi sesuai ketentuan nasional
dan standar industri pariwisata.

atas, berikut rekomendasi
strategis dalam Renstra:

Penguatan Legal & Kepatuhan
Akademik

Bentuk unit kepatuhan regulasi
(regulatory compliance) di
politeknik yang memantau

negara yang memberikan otonomi khusus serta
menetapkan wilayah sebagai free trade zone
dapat menciptakan peluang signifikan sekaligus
ancaman mendasar bagi pengembangan riset di
kampus pariwisata. Dari sisi peluang,
fleksibilitas regulasi daerah membuka
kesempatan bagi kampus untuk menyusun kerja
sama penelitian lintas lembaga, termasuk
dengan investor, pemerintah daerah, maupun

kebijakan tinggi dan
pariwisata (UU, peraturan
menteri, peraturan daerah).

Libatkan ahli hukum pariwisata
dalam penyusunan kurikulum
dan MoU kemitraan agar setiap
program sesuai dengan
persyaratan legal.

Integrasi Sertifikasi Kompetensi
ke dalam Kurikulum

Rancang kurikulum yang secara
otomatis mengarah ke sertifikasi
kompetensi (mis. modul wajib
untuk sertifikasi LSP/BNSP) agar

« isasi inter , yang dapat
memperkuat pengembangan riset terkait tata
kelola destinasi, regulasi pariwisata
berkelanjutan, dan inovasi industri hospitality.
Kebijakan hukum yang lebih adaptif juga
memungkinkan BTP menjadi mitra strategis
dalam penyusunan peraturan daerah berbasis
bukti ilmiah yang mendukung pencapaian SDG
16 (Peace, Justice, and Strong Institutions) serta
SDG 17 (Partnerships for the Goals). Selain itu,
potensi intervensi politik lokal akibat otonomi
khusus dapat menimbulkan tekanan terhadap
kebebasan akademik, terutama jika kajian ilmiah
kampus dianggap mengkritik proyek strategis
daerah atau menyoroti dampak negatif
pembangunan terhadap lingkungan maupun
Dalam konteks ini, BTP harus

integrasi nilai-nilai values) dalam Tri Dharma.
Ke depan, arah kemitraan lingkungan BTP difokuskan pada riset bersama mengenai destinasi wisata ramah
lingkungan, pengelolaan limbah pariwisata, serta pemberdayaan masyarakat dalam konservasi destinasi wisata.
Program-program ini juga menjadi wujud nyata penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam konteks
Permendikbudristek 40/2025 yang menekankan aspek keberlanjutan dalam setiap dimensi kerja sama
pendidikan vokasi. Arah kerjasama dan kemitraan bidang riset dan i BTP
pengembangan green tourism, eco-campus, dan pariwisata rendah karbon (low-carbon tourism). Melalui
kolaborasi lintas sektor, BTP berkontribusi pada SDG 12 (Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan), SDG 13
(Penanganan Perubahan Iklim), serta SDG 14-15 (Pelestarian Ekosistem Laut dan Darat). Inisiatif ini tidak hanya
memperkuat citra BTP sebagai kampus pariwisata hijau, tetapi juga mendukung Tri Dharma ke-2 dan ke-3 melalui
penelitian dan pengabdian berbasis konservasi.

pada

5. Konteks & Implikasi Faktor Legal Dari
sisi regulasi, penguatan tata kelola kerja sama menjadi keharusan yang tidak dapat ditawar. Permendikbudristek
No. 40 Tahun 2025 menekankan bahwa kerja sama pendidikan tinggi vokasi harus terencana, terdokumentasi,
terintegrasi dengan sistem nasional, serta memiliki indikator kinerja yang terukur. Sebagai implementasi, sejak
2024 BTP telah menata ulang sistem administrasi kerja sama melalui pembentukan Subbagian Kerja Sama
dimana kedepannya hanrus dipersiapkan untuk penanganan Kemitraan Hubungan Internasional.. .

Langkah ini sejalan dengan SDG 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions) yang menekankan pentingnya tata
kelola yang baik, serta menjadi salah satu faktor yang mendukung BTP memperoleh Penghargaan Bidang Kerja
Sama LLDIKTI Wilayah XVII Tahun 2025. BTP telah menerapkan sistem dokumentasi kerja sama (MOU, MOA, IA)
yang tertata, terlapor, dan terdigitalisasi — menjadi salah satu indikator penilaian yang berkontribusi pada
keberhasilan meraih Anugerah Kerja Sama 2025.Pelaporan rutin melalui Sistem KERMA BTP dan Sistem KERMA
Kemdikbudristek memastikan prinsip ilitas dan i berjalan yang berfungsi sebagai
pengendali mutu seluruh dokumen kemitraan

Kepatuhan hukum dan tata kelola kerja sama yang baik mencerminkan implementasi Tri Dharma ke-1 dan ke-2,
karena memastikan seluruh kegiatan pendidikan dan penelitian berjalan sesuai prinsip good governance.

Selain itu, sistem hukum yang kuat juga menjadi modal menghadapi dinamika regulasi baru menjelang 2029,
menjaga kesinambungan kemitraan strategis, dan mendukung SDG 16 (Institusi yang Kuat). Kerangka regulasi
yang diatur melalui Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2025 memberikan arah jelas bagi tata kelola kerja sama
yang berbasis akuntabilitas dan digitalisasi.

Kepatuhan hukum dan tata kelola kerja sama yang baik mencerminkan implementasi Tri Dharma ke-1 dan ke-2,
karena memastikan seluruh kegiatan pendidikan dan penelitian berjalan sesuai prinsip good governance. Selain
itu, sistem hukum yang kuat juga menjadi modal regulasi baru 2029, menjaga
kesinambungan kemitraan strategis, dan mendukung SDG 16 (Institusi yang Kuat).




